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BUPATILEBONG 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 40 TAHUN 2013 

TENTANG 
PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATILEBONG 

a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor 
penggerak perekonomian Oaerah, pembiayaan 
pembangunan Daerah, dan penciptaan lapangan kerja 
di Oaerah, sehingga perlu menjamin keberlangsungan 
dan peningkatan realisasi penanaman modal; 

b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan 
peningkatan realisasi penanaman modal di Daerah, 
Pemerintah Kabupaten Lebong perlu memberikan 
kemudahan dalam pelayanan penanarnan modal di 
Daerah sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien 
dan berkualitas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2403); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

5. Undang-Undang No 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

6 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

9 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 



12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Tahun 201 I Republik Indonesia 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang 
Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3335); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3718); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4600); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di 
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah
Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5264); 



4 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Kawasan lndustri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 

24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang 
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Sidang Usaha 
yang Tertutup dan Sidang Usaha yang Terbuka 
dengan Persyaratan di Sidang Penanaman Modal; 

25. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 
Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 

26. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sidang Penanaman 
Modal; 

27. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Daftar Sidang Usaha yang Tertutup dan Sidang Usaha 
yang Terbuka di Sidang Penanaman Modal; 

28. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 
Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Sidang Penanaman Modal; 



29. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan 
Penanaman Modal; 

30. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanarnan Modal; 

31. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan 
lnformasi dan Perizinan lnvestasi secara Elektronik; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Lebong tahun 2005 - 2025; 

33. Peraturan Daerah Kabuapaten Lebong Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupeten Lebong tahun 2012 - 2032; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Peraturan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Lebong. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 
PENANAMAN MODAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PELAYANAN 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

2. Instansi adalah instansi yang menangani penanaman 
modal. 

3. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
4. Pemerintah Daerah adalah Supati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
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5. Bupati adalah Bupati Lebong. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal 

yang selanj utnya disingkat PDKPM adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama 
koordinasi di bidang penanaman modal. 

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang a tau dalam 
bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh 
penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 

8 . Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh 
Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara 
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan 
hukum atau tidak berbadan hukum. 

9. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara 
asing, perseorangan warga negara asing, dan/ atau 
badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh 
modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam 
negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah Daerah. 

11. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya 
disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal 
untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang 
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan 
menggunakan modal dalam negeri. 

12. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat 
PMA adalah adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan 
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 
dengan penanam modal dalam negeri. 

13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha 
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa 
penanam modal dalam negeri dan penanam modal 
asing. 

14. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan 
Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, 
Negara Republik Indonesia atau Daerah yang 
melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 

15. Penanam modal asing adalah perseorangan warga 
negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah 
asing yang melakukan penanaman modal di wilayah 
Daerah. 

16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk 
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki 
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 
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17. Non perizinan adaJah segala bentuk kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai 
penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

18. Izin adaJah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan 
perundang-undangan lainnya, yang merupakan bukti 
legalitas sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 

19. Izin Usaha Penanaman ModaJ adalah izin usaha untuk 
melakukan kegiatan usaha. 

20. Laporan kegiatan penanaman modal adaJah laporan 
berkala yang berkaitan dengan perkembangan 
perusahaan penanaman modal. 

21. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat 
KPT adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan 
dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang 
memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang 
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan 
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat. 

22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 
secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE 
adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan 
yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah 
Daerah. 

23. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, 
hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan 
non perizinan termasuk penandatanganannya atas 
nama pemberi wewenang. 

24. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 
kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non 
perizinan termasuk penandatanganannya atas nama 
penerima wewenang. 

25. Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Lebong untuk periode 
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 
sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan 
arah pembangunan jangka panjang daerah. 

26. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Lebong adala h 
arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang 
wilayah Kabupaten Lebong. 
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BABII 
ASAS 

Pasal 2 

Asas penanaman modal adalah : 
a. kepastian hukum; 
b. keterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 

penanam modal; 
e. kebersamaan; 
f. efisiensi berkeadilan; 
g. berkelanjutan; 
h. berwawasan lingkungan; 
i. kemandirian; dan 
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

Daerah. 
BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 3 

Tujuan penanaman modal adalah : 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 
b. menciptakan lapangan kerja; 
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan; 
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha 

Daerah; 
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi 

Daerah ; 
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan 

ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal 
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan 

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 4 

Sasaran penanaman modal adalah : 
a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif; 
b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal; 
c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; 
d. men ingkatkan jumlah penanam modal; dan 
e. meningkatkan realisasi penanaman modal. 
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BABIV 
WEWENANG 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk 
a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman 

tata cara dan PTSP kegiatan penanaman modal 
yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan 
pedoman tata cara dan pelaksanaan PTSP kegiatan 
penanaman modal yang ditetapkan oleh 
Pemerintah; 

b . memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal 
dan non perizinan yang menjadi kewenangan 
Daerah; 

c. melaksanakan PTSP berdasarkan pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 
non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah; 

d. memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal 
nasional, bagi penanaman modal yang menjadi 
kewenangan Daerah; 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan setelah 
mendapatkan rekomendasi dari PDKPM. 

BABV 
KEBIJAKAN UMUM PENANAMAN MODAL 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar 
penanaman modal di Daerah sebagai berikut: 
a. mendorong terciptanya ik.lim usaha yang kondusif 

bagi penanaman modal untuk penguatan daya 
saing perekonomian; dan 

b. mempercepat peningkatan penanaman modal. 
(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah: 
a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam 

modal dalam negeri dan penanam modal asing 
dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah; 

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, 
dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak 
proses pengurusan penzman sampai dengan 
berakhimya kegiatan penanaman modal sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 
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c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan 
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, 
kecil, menengah dan koperasi. 

BAB VI 
PENGEMBANGAN BIDANG USAHA DAN PEMBATASAN 

Pasal 7 

(1) Pada prinsipnya semua bidang usaha atau jenis usaha 
terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali 
bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan 
tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) 
tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi 
sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dimiliki peserta Indonesia. 

(3) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara langsung kepada Pemerintah Daerah. 

(4) Apabila Pemerintah Daerah tidak bersedia membeli, 
maka d itawarkan kepada Sadan Usaha Milik Daerah 
secara lelang. 

BAB VII 
PERANGKAT DAERAll KABUPATEN BIDANG PENANAMAN 

MODAL 

Pasal 8 

(1) PDKPM memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

bidang penanaman modal di Daerah; 
b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan 

penanaman modal di Daerah; 
c. memberikan insentif Daerah dan/atau kemudahan 

penanaman modal di Daerah; 
d. membuat peta penanaman modal di Daerah; 
e . mengembangkan peluang dan potensi penanaman 

modal di Daerah dengan memberdayakan badan 
usaha; 

f. mempromosikan penanaman modal di Daerah; 
g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal 

antara lain meningkatkan kemitraan, 
meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan 
usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang 
seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan 
penanaman modal; dan 
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h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan 
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam 
modal dalam menjalankan kegiatan penanaman 
modal di Daerah. 

(2) PDKPM melaksanakan penyelenggaraan penanaman 
modal yang ruang lingkupnya berada di Daerah atau 
mendapatkan penugasan dari Pemerintah menjadi 
urusan Pemerintah Daerah. 

BAB VIII 
MEKANISME PELAYANAN 

Pasal9 

(1) Jenis-jenis pelayanan penanaman modal: 
a. pelayanan perizinan; dan 
b. pelayanan non perizinan. 

(2) Pelayan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah : 
a. pendaftaran penanaman modal; 
b. izin prinsip penanaman modal; 
c. izin prinsip perluasan penanaman modal; 
d. izin prinsip perubahan penanaman modal; 
e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha 

penggabungan perusahaan penanaman modal, dan 
izin usaha perubahan; 

f. izin lokasi; 
g. persetujuan pemanfaatan ruang; 
h. izin mendirikan bangunan; 
1. izin gangguan; 
j. surat izin pengambilan air bawah tanah; 
k. tanda daftar perusahaan; 
I. hak atas tanah; 
m. 1zm-izm lainnya dalam rangka pelaksanaan 

penanaman modal. 
(3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) huruf b adalah : 
a. rencana penggunaan tenaga kerja asing; 
b . rekomendasi visa untuk bekerja; 
c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; 
d. insentif Daerah; 
e. layanan informasi dan 
f. layanan pengaduan. 

(4) Pedoman dan tata cara untuk mendapatkan pelayanan 
perizinan dan pelayanan non perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 10 

(1) Penanam modal dapat mengajukan pennohonan 
perizinan dan non penzman penanaman modal secara 
elektronik melalui SPIPISE dilengkapi dengan dokumen 
pendukung secara elektronik atau secara manual 
kepada Bupati melalui Sadan Pelayanan Perizinan. 

(2) Permohonan penzman dan non penzman yang 
diajukan secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh 
penanam modal yang telah memiliki hak akses melalui 
SPIPISE. 

(3) Badan Pelayanan Perizinan menerbitkan tanda terima 
setelah pennohonannya dinyatakan lengkap dan benar. 

(4) Badan Pelayanan Perizinan menyampaikan perizinan 
dan non perizinan secara elektronik ke account 
penanam modal atau melalui e-mail setelah seluruh 
persyaratan dinyatakan terpenuhi. 

(5) Dokumen cetak yang telah ditandatangani oleh Kepala 
Badan Pelayanan Perizinan dapat diambil oleh 
penanam modal atau kuasanya dengan menunjukkan 
tanda terima. 

(6) PDKPM dapat memberikan Pelayanan Penyampaian 
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara 
elektronik melalui SPlPISE. 

(7) PDKPM dapat memberikan hak akses kepada penanam 
modal dengan mengisi formulir pennohonanan hak 
akses, dengan melengkapi persyaratan : 
a. tanda pengenal pemohon berupa KTP/paspor; 
b. bukti sebagai pimpinan perusahaan atau badan 

usaha atau koperasi seperti : 
1) akta atau akta terakhir yang mencantumkan 

susunan direksi badan usaha yang dilengkapi 
dengan pengesahan atau persetujuan oleh 
departemen yang membidangi masalah hukum; 

2) tanda daftar di pengadilan bagi badan usaha 
yang tidak berbadan hukum atau usaha 
perseorangan; 

3) pengesahan akta pendirian koperasi dari 
kementerian/dinas yang membidangi koperasi. 

c. apabila pengajuan hak akses diwakili oleh pihak 
lain dengan memberikan surat kuasa asli 
bennaterei cukup dilengkapi dengan identitas diri 
jelas dari penerima kuasa; 

d. Penanam modal memiliki hak dan kewajiban 
sebagai pemegang hak akses sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB IX 
PEMBENTUKAN SADAN USAHA 

Pasal 11 

(1) Bentuk badan usaha untuk penanaman modal antara 
lain adalah : 
a. perorangan; 
b. perserikatan dalam bentuk Firma, Persekutuan 

Komanditer/CV, Perseroan Terbatas, Badan Usaha 
Milik Negara, Kantor Cabang, kantor Perwakilan 
dan Agen dari Perusahaan Asing. 

(2) Perusahaan penanaman modal wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. tanda pengenal pemilik atau pengurus perusahaan 

berupa KTP / paspor; 
b. akta pendirian perusahaan; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha 

Kena Pajak; 
d. Surat Izin Usaha Perdagangan; 
e. Tanda Daftar Perusahaan; 
f. Surat Keterangan Domisili; 
g. Pendaftaran Penanaman Modal; 
h . Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal; 
i . Izin Prinsip; 
j. Izin U saha 
k. Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan di 

Perusahaan; 
1. Pendaftaran untuk Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (Jamsostek). 

BABX 
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesatu 
Penanaman Modal Dalam Negeri 

Pasal 12 

(1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha 
yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum 
atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Prosedur dan tata cara pendaftaran penanaman modal 

a. mengajukan pendaftaran kepada PDKPM secara 
elektronik atau Badan Pelayanan Perizinan. 

b. pendaftaran dilengkapi dengan : 
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1) surat dari instansi pemerintah negara yang 
bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh 
kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang 
bersangkutan di Indonesia untuk pemohon 
adalah pemerintah negara lain; 

2) rekaman paspor yang masih berlaku untuk 
pemohon adalah perseorangan asing; 

3) rekaman anggaran dasar (Article of Association) 
dalam Bahasa lnggris atau terjemahannya 
dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah 
tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan 
usaha asing; 

4) rekaman KTP yang masih berlaku untuk 
pemohon adalah perseorangan Indonesia; 

5) rekaman akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya beserta pengesahan dari Menteri 
Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan 
usaha Indonesia; 

6) permohonan pendaftaran ditandatangani di atas 
materei cukup oleh seluruh pemohon (bila 
perusahaan sudah berbadan hukum) 

7) surat kuasa asli bermaterei cukup untuk 
pengurusan permohonan yang tidak dilakukan 
secara langsung oleh pemohon/ direksi 
perusahaan. 

Bagian Kedua 
Penanaman Modal Asing 

Pasal 13 

PMA harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan 
hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh 
Undang-Undang. 

BAB XI 
IZIN PRINSIP 

Pasal 14 

(1) Setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan 
penanaman modal di Daerah wajib memiliki Izin 
Prinsip. 

(2) Permohonan izin prinsip dilengkapi dengan persyaratan 
sebagai berikut: 
a. bukti diri pemohon : 

1) pendaftaran bagi badan usaha yang telah 
melakukan pendaftaran; 
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2) rekaman akta pendirian perusahaan dan 
peru bahannya; 

3) rekaman anggaran dasar dari Menteri Hukum 
dan HAM; 

4) rekaman NPWP. 
b. Keterangan rencana kegiatan berupa : 

1) Uraian proses produksi yang mencantumkan 
jenis bahan baku dan dilengkapi dengan daigram 
alir (flow chart); 

2) Uraian kegiatan usaha sektor jasa. 
c. Rekomendasi dari instansi terkait. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada Bupati sesuai dengan 
kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

BAB XII 
IZIN PRINSIP PERLUASAN 

Pasal 15 

(1) Setiap perusahaan yang melakukan perluasan 
terhadap kegiatan usahanya wajib memiliki Izin Prinsip 
Perluasan 

(2) Permohonan izin prinsip perluasan dilengkapi dengan 
persyaratan sebagai berikut : 
a. rekama n izin usaha; 
b. rekaman akta pendirian dan perubahannya 

dilengkapi dengan pengesahan dari Kementrian 
Hukum dan HAM; 

c. keterangan rencana kegiatan berupa: 
1) uraian proses produksi yang mencantumkan 

jenis bahan baku dan dilengkapi dengan 
diagram alur; 

2) uraian kegiatan usaha sektor jasa. 
d. rekaman izin prinsip dan/atau perubahannya; 
e. dalam ha! terjadi perubahan penyertaan dalam 

modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya 
perubahan persentase saham antara asing dan 
Indonesia dalam modal perseroan atau terjadi 
perubahan nama dan negara asal pemegang saham, 
perusahaan harus menyampaikan : 

1) kesepakatan perubahan komposisi saham antara 
asing dan Indonesia dalam perseroan yang 
dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat 
umum Pemegang saham/Keputusan Sirkular 
yang ditandatangani oleh seluruh pemegang 
saham dan telah dicatat oleh notaris atau 
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rekaman pemyataan keputusan rapat/berita 
acara rapat dalam bentuk akta notaris; 

2) kronologis penyertaan dalam modal perseroan 
sejak pendirian perusahaan sampai dengan 
permohonan terakhir. 

f. Laporan kegiatan penanaman modal; 
g. Permohonan izin prinsip perluasan : 

1) Disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan 
Pelayanan Perizinan; 

2) Permohonan yang tidak secara langsung 
disampaikan oleh direksi perusahaan harus 
dilampiri surat kuasa. 

BAB XII 
IZIN PRINSIP PERUBAHAN 

Pasal 16 

(1) PMA dan PMDN dapat mengubah : 
a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan 

kapasitas produksi; dan/atau 
b. penyertaan modal dalam perseroan; 
c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum 

dalam izin prinsip atau izin prinsip perluasan. 
(2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

perusahaan wajib memiliki izin prinsip perubahan. 
(3) Permohonan izin prinsip perubahan dilengkapi dengan 

persyaratan sebagai berikut: 
a. Rekaman 1zm prinsip penanaman modal yang 

dimohonkan perubahannya; 
b. rekaman akta pendirian dan peru bahannya 

dilengkapi dengan pengesahan dari Kementrian 
Hukum dan HAM; 

c. untuk perubahan bidang usaha(jenis/kapasitas 
produksi) dilengkapi dengan : 
1) uraian proses produksi yang mencantumkan 

jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram 
alur; 

2) rekomendasi dari instansi pemerintah terkait. 
d. Untuk perubahan penyertaan dalam modal 

perseroan dilengkapi : 
1) kesepakatan perubahan komposisi saham antara 

asing dan Indonesia dalam perseroan yang 
dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat 
umum Pemegang saham/Keputusan Sirkular 
yang ditandatangani oleh seluruh pemegang 
saham dan telah dicatat oleh notaris atau 
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rekaman pemyataan keputusan rapat/berita 
acara rapat dalam bentuk akta notaris; 

2) kronologis penyertaan dalam modal perseroan 
sejak pendirian perusahaan sampai dengan 
permohonan terakhir; 

3) khusus untuk Perusahaan terbuka (Tbk) 
permohonan dilengkapi dengan persyaratan 
sesuai kententuan perundangan di pasar modal. 

e. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek 
dilengkapi dengan alasan perubahan; 

f. Laporan kegiatan penanaman modal periode 
terakhir; 

g. Permohonan izin prinsip perubahan penanaman 
modal disampaikan oleh direksi perusahaan ke 
Badan Pelayanan Perizinan sesuai dengan 
kewenangannya; 

h. Permohonan yang tidak secara langsung 
disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan 
Pelayanan Perizinan harus dilampiri surat kuasa. 

BAB XIII 
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM 

MODAL 

Bagian Kesatu 
Hak Penanam Modal 

Pasal 17 

Setiap penanam modal berhak mendapatkan : 
a. kepastian hukum dan perlindungan; 
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang 

dijalankan; 
c. pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Kewajiban Penanam Modal 

Pasal 18 

Setiap penanam modal wajib untuk : 
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; 
c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi 

kegiatan usaha penanaman modal; 
d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang 

memenuhi kriteria; 
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e. membu at dan menyampaikan laporan kegiatan 
penana man modal; 

f. mematuhi peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tanggungjawab Penanam Modal 

Pasal 19 

Setiap penanam modal bertanggungjawab untuk : 
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber 

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang
undangan; 

b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, 
mencegah praktek monopoli dan ha! lain yang 
merugikan Daerah; 

c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan 
dan kesejahteraan pekerja; 

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika 

penana m modal menghentikan dan/atau meninggalkan 
dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara 
sepihak; 

f. melakukan Tanggungjawab Sosial kepada masyarakat 
atau Corporate Sosial Responsibility 

g. mematuhi semua peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 
LOKASI PENANAMAN MODAL 

Paaal 20 

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal 
berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah. 

BAB XV 
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 21 

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi: 
a . Fasilitas penanaman modal bagi penanam modal 
b. Pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal 

(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 
dilakukan oleh Badan melalui pemantauan, 
pembinaan, dan pengawasan. 



19 

(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan cara: 
a. kompilasi; 
b. verifikasi; 
c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan 

dari sumber informasi lainnya. 

(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan cara: 
a. penyuluhan pelaksanaan keten tuan penanaman 

modal; 
b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan 
perizinan yang telah diperoleh; 

c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah / 
hambatan yang dihadapi penanam modal dalam 
merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. 

(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan cara: 
a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan 

ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang 
telah diberikan; 

b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; 
c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas 

ketentuan penanaman modal. 

(6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat 
(4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
Bupati. 

Pasal 22 

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal 
meliputi pelayanan penzman dan non perizinan 
penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan 
menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan 
Pemerintah, dan daerah. 

Pasal 23 

(1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan 
penanaman modal meliputi: 
a. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman 

modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi 
penanaman modal; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas 
kebijakan dan perencanaan, pengembangan, 
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kerjasama Juar negeri, promosi, pemberian 
pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, 
dan sistem informasi penanaman modal kepada 
aparatur pemerintah dan dunia usaha; 

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan penanaman modal. 

(2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan 
pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Sadan. 

BAB XVI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 2 4 

( 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan 
seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 
penyelenggaraan penanaman modal dengan cara : 
a. Penyampaian saran 
b. Penyampaian informasi potensi daerah 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan untuk: 
a. mewujudkan penanaman modal yang 

keberlanjutan; 
b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang

undangan; 
c. mencegah dampak negatif sebagai akibat 

penanaman modal; 
d . menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat 

dengan penanam modal. 

(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), Badan menyelenggarakan kegiatan dan 
memfasilitasi peran serta masyarakat. 

BAB XVII 
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 25 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif 
Penanaman Modal berupa: 
a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak 

daerah; 
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b. pengurangan, keringanan atau pembebasan 
retribusi daerah; 

c. pemberian dana stimulan; 
d. pemberian bantuan modal. 

(2) Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan 
penanaman modal, berupa: 
a. Penyediaan sarana dan prasarana; 
b. Penyediaan lahan atau lokasi. 

(3) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan 
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 26 

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan 
kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau 
kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya 
memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut : 
a. memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat; 
b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; 
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan 

publik; 
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk 

domestik regional bruto; 
f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan 

berkelanjutan; 
g. menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah; 
h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; 
1. melakukan alih teknologi; 
j. merupakan industri pionir; 
k. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah 

tertinggal, atau daerah perbatasan; 
I. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, 

dan inovasi; 
m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha 

mikro, kecil, atau koperasi; 
n. menggunakan barang modal, mesin, a tau peralatan 

yang diproduksi di dalam negeri. 
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BAB XVIII 
SANKS I ADMINISTRASI 

Pasal 27 

(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 
14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 
18 dikenakan sanksi administrasi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan usaha; 
c. pembekuan kegiatan usaha dan/ a tau fasilitas 

penanaman modal; atau 
d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal. 

(2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan kepala daerah 

BAB XIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal 

yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan 
berakhirnya masa berlakunya izin. 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan 
pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman 
modal sesuai dengan kewenangan Daerah tetap 
memberikan pelayanan perizinan atas nama Kepala 
Daerah sampai ditetapkannya PTSP di kabupaten 
Lebong. 

(2) Proses pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan 
penanaman modal selambat lambatnya 1 (satu) tahun 
setelah diundangkannya Peraturan Bupati in i. 
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BAB XX 
KETENT UAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tu bei 
pada tanggal 3/ Ocsunexr 2013 d°oN~ 'y 

/v H.ROSJONSYAH 9' 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 3 1 0<s-cmb-u- 20013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG 

/ 
H. ARBAIN AMALUDDIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR 

PENELA~H FROvUK HUKUM 
rf KABUPA1EN LEBONG 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR TAHUN 2013 

TENTANG 

PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

Pelayanan publik yang terintegrasi secara mudah dan efisien di era 

globalisasi dewasa ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah. 

khususnya pelayanan di bidang penanaman modal. Sudah selayaknya 

pemerintah, dalam ha! ini pemerintah kabupaten Lebong, melakukan 

perbaikan melalui koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan 

daerah, penciptaan birokrasi yang efisien dalam rangka memberikan 

kepastian hukum di bidang penanaman modal dan meningkatkan iklim 

usaha yang kondusif di Kabupaten Lebong serta menjalankan tugas 

pokok pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat. 

Bentuk peningkatan pelayanan penanaman modal dapat dilakukan 

melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebong terhadap penanaman 

modal melalui penyederhanaan prosedur perizinan yang dituangkan ke 

dalam peraturan yang mampu memfasilitasi dan mendorong 

kemudahan pemberian izin dengan tetap memperhatikan prinsip

prinsip pemerintahan yang baik.. Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Lebong dititik beratkan pada perbaikan iklim investasi, peningkatan 

daya saing dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Dalam ha! 

perbaikan iklim penanaman modal, Bupati membuat kebijakan untuk 

terus meningkatkan keamanan dan kenyamanan berinvestasi, 

peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, peningkatan 

hubungan industrial dan pemberian insentif daerah. Selanjutnya dalam 

ha! peningkatan daya saing, Pemerintah Kabupaten Lebong 

memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengolahan sumber 

daya lokal, peningkatan daya saing industri dan kualitas sumber daya 
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manusia serta perumusan daftar negatif investasi daerah. Tak kalah 

pentingnya, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah serta 

koperasi juga menjadi perhatian khusus dalam rangka memberi 

kesempatan yang sama dalam berusaha yakni melalui peningkatan 

kerjasama program tanggung jawab social korporasi (corporate social 

responsibility) antara usaha besar dan UMKM serta koperasi. Disamping 

itu, penguatan kelambagaan dan keuangan serta keahlian dan 

ketrampilan juga terus dioptimalkan. 

Pelayanan penanaman modal dalam satu sisi bertujuan untuk 

meningkatkan investasi bagi pembangunan perekonomian di 

Kabupaten Lebong namun di sisi lain investasi dalam memberikan 

dampak ba gi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Dengan 

demikian perlu adanya keseimbangan berbagai kepentingan dalam 

melakukan pelayanan penanaman modal, antara lain adanya kepastian 

hukum bagi investor dalam melakukan investasi di Kabupaten Lebong 

dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan perlindungan 

lingkungan hidup di Kabupaten Lebong. Terhadap semua kebutuhan 

dan kepentingan yang dalam masyarakat, maka pemerintah wajib 

melakukan kebijakan hukum yang dapat memberikan legitimasi 

terhadap pelayanan penanaman modal agar memberikan peluang 

untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif serta tetap memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup. 

Mengingat pentingnya penanarnan modal sebagai salah satu sumber 

pendanaan utama guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maka 

dipandang perlu untuk melakukan pengaturan tentang Pelayanan 

Penanaman Modal. 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasal 14 

Cukupjelas 

Pasal 15 

Cukupjelas 
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Pasal 16 

Cukupjelas 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pasal 18 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukupjelas 

Pasal 21 

Cukupjelas 

Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal 23 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Cukupjelas 

Pasal 25 

Cukupjelas 

Pasal 26 

Cukupjelas 

Pasal 27 

Cukupjelas 

Pasal28 

Cukupjelas 

Pasal 29 

Cukupjelas 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 
NOMOR 


